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ABSTRAK 
 

Ratih Sartika, 2013 ; Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Efektivitas 
Pendapatan Asli Daerah. Dosen Pembimbing : (I) Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak 
; (II) Indra Pahala, SE, M.Si. 
 
 
        DKI Jakarta yang merupakan ibukota Negara menjadi salah satu tempat 
menjamur dan berkembangnya industri di Indonesia didukung dengan fasilitas 
yang lengkap dan mobilitas yang serba cepat agar tetap dapat bersaing dengan 
industri industri lain. Berkembangnya pembangunan di DKI Jakarta mewajibkan 
pemerintahnya untuk melakukan kebijakan kebijakan untuk memaksimalkan 
sumber daya yang menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah tersebut dapat diperoleh dari potensi setiap pajak daerah yang ada 
seperti, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran dan pajak hiburan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pengaruh secara parsial 
antara pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, 2) mengetahui 
pengaruh secara parsial antara pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, 3) 
mengetahui pengaruh secara parsial antara pajak hiburan terhadap Pendapatan 
Asli Daerah, 4) mengetahui pengaruh secara simultan antara pajak kendaraan 
bermotor, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pelayanan 
Pajak Provinsi DKI Jakarta. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
selama tiga tahun yaitu dari tahun 2009 sampai 2011. Dari data yang dikumpulkan 
kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode regresi berganda untuk 
menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. 
       Hasil penelitian ini pada signifikansi 5% menunjukkan : 1) Pajak Kendaraaan 
Bermotor berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah; 2) Pajak 
Restoran berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah ;3) Pajak 
Hiburan berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah ;4) Pajak 
Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh secara 
simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai koefisien determinasi (R2) 
menunjukkan angka 0,740 yang mengindikasikan model regresi tersebut mampu 
menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 
74%. 
 
 
 
Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 
Pendapatan Asli Daerah, efktivitas, PAD. 
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ABSTRACT 
 
Ratih Sartika, 2013 ; Effect of Effectiveness of Voting Motor Vehicle Tax, 
Restaurant Tax, and Entertainment Tax on the Effectiveness of Income Original Area. 
Advisors : (I) Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak ; (II) Indra Pahala, SE, M.Si. 
 
 Jakarta is the capital of the State became one of the flourishing and 
development of industry in Indonesia is supported with complete facilities and fast-
paced mobility to remain competitive with other industrial industries. The growing 
development in Jakarta requires governments to undertake policies to maximize 
resource policies that add Revenue. Revenue enhancement can be obtained from any 
potential areas of existing taxes such as, motor vehicle tax, entertainment tax and 
restaurant tax. 
 This study aims to: 1) determine the effect of partially between the motor 
vehicle tax for local revenue, 2) determine the effect of partially between the 
restaurant tax to Revenue,3) determine the effect of partially between the 
entertainment tax to the Revenue, 4) determine the effect of simultaneously between 
the motor vehicle tax, entertainment tax and restaurant tax to the Revenue.This study 
uses secondary data obtained from the Department of Tax Jakarta. Period used in 
this study is for three years from 2009 to 2011.From the data collected and then 
processed and analyzed using multiple regression analysis to test the hypothesis at a 
significance level of 5%. 
 The results of this study at the 5% significance showed: 1) motor vehicle tax 
partial effect on local revenue; 2) Restaurant Tax partial effect on local revenue;3) 
Entertainment Tax partial effect on local revenue; 4) Motor Vehicle Tax, Tax and 
Entertainment Tax effect Restaurant simultaneously on Revenue.The coefficient of 
determination (R2) indicates the number 0.740 which indicates that the regression 
model is able to explain the effect of independent variables on the dependent variable 
by 74%. 
 
 
 
Keywords: motor vehicle tax, restaurant tax, entertainment tax, Revenue, 
effectiveness, PAD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Masyarakat Indonesia sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan 

pembangunan nasional. Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera jiwa dan 

raganya. Pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan 

yang dilakukan terus menerus, berkesinambungan, terencana, menyeluruh, 

terpadu dan terarah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. 

Pembangunan seharusnya dilaksanakan secara merata ditanah air Indonesia 

dan dibuat sedemikian rupa sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat 

merasakan manfaatnya dan tujuan utama pembangunan menjadi tercapai. 

Salah satu pembangunan yang nyata yang dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia terhadap negara adalah penyelenggaraan otonomi daerah. 

Sebenarnya sejak kemerdekaan, para pendiri republik ini telah menganjurkan 

otonomi daerah untuk mengelola Negara Indonesia yang besar dan beragam 

suku bangsa ini. Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah 

dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah yang diatur dalam undang undang nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah, dimana dalam penjelasan Undang-Undang 32 tahun 2004 

ayat (5) antara lain disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang 
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dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang undangan. Pada peraturan tersebut berarti masing masing daerah di 

Indonesia memiliki peluang untuk menggali potensi daerah yang dimiliki 

untuk mendukung keuangannya guna pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintah daerah masing masing. 

Untuk itu setiap daerah harus berusaha melakukan perbaikan dan 

perkembangan agar bisa meningkatkan penerimaan masing masing 

pemerintahan daerahnya. Maka dari itu untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) setiap pemerintah daerah berusaha memperbaiki sistem pajak 

daerahnya. Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 

28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah 

yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah melalui pajak daerah. Pajak 

daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting untuk membiayai 

penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang 

pemungutan pajaknya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah diberlakukan agar setiap 

daerah mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk keperluan 

daerahnya masing-masing dan menjadikan setiap daerah di Indonesia menjadi 

daerah yang mandiri. Maka dari itu masing masing daerah harus mengetahui 
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sumber daya apa yang paling berkontribusi untuk penerimaan daerahnya agar 

bisa dikembangkan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan daerah 

tersebut. 

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam 

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah terdiri atas pajak 

provinsi dan pajak kabupaten. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 

2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan bahwa, jenis-jenis 

pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis pajak. Walaupun demikian, 

daerah provinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak 

yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak daerah tersebut dipandang kurang 

memadai. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan provinsi, tetapi tidak 

terbagi dalam daerah kabuapaten/kota, seperti DKI Jakarta, jenis pajak yang 

dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak daerah provinsi dan pajak 

untuk daerah kabupaten/kota. 

DKI Jakarta yang merupakan ibukota Negara menjadi salah satu tempat 

menjamur dan berkembangnya industri di Indonesia didukung dengan fasilitas 

yang lengkap dan mobilitas yang serba cepat agar tetap dapat bersaing dengan 

industri industri lain. Berkembangnya pembangunan di DKI Jakarta 

mewajibkan pemerintahnya untuk melakukan kebijakan kebijakan untuk 

memaksimalkan sumber daya yang menambah Pendapatan Asli Daerah. 

Menurut data dari BPKD Provinsi DKI Jakarta per Maret 2011 Pendapatan 

Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 12.315.398.272.250, namun ternyata 

realisasinya dapat melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 
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12.969.114.969.129 atau 105,31 persen dibandingkan dengan target. 

Pendapatan Asli Daerah tersebut sebagian besar disumbang oleh Pajak 

Daerah. Pajak Daerah ditargetkan menyumbang Rp 10.083.000.000.000 dan 

ternyata realisasinya sebesar Rp 10.746.707.079.352 atau sebesar 106,58 

persen dibandingkan dengan target. 

Sebagai ibukota negara, Jakarta memegang posisi sangat penting dalam 

hal politik, ekonomi, dan perdagangan. Kemacetan di Indonesia khususnya 

ibukota DKI Jakarta tidak dapat dihindari, terutama pada titik-titik 

persimpangan baik di jalan-jalan protokol hingga di jalan lingkungan. 

Menurut data dari Polda Metro Jaya selama 2012 terdapat 13.346.802  

kendaraan sesaki Jakarta. Jumlah tersebut didominasi sepeda motor sebanyak 

9.861.451 unit, menyusul mobil penumpang sebanyak 2.541.351 unit, mobil 

beban sebanyak 581.290 unit, dan bus sebanyak 363.710 unit. 

Berdasarkan data tersebut dapat dibayangkan berapa jumlah pajak daerah 

yang disumbang oleh pajak kendaraan bermotor. Menurut data dari BPKD 

Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2012, Pajak Kendaraan Bermotor 

menyumbang sebesar Rp 3.107.744.107.420. Pajak Kendaraan Bermotor 

adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.  

 Selain pajak kendaraan bermotor, PAD daerah Jakarta juga didukung oleh 

pajak pajak lain seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, 

pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan dan lain lain. DKI Jakarta 

merupakan pusat kegiatan bisnis. Jakarta juga merupakan daerah dengan 

provinsi terpadat di Indonesia. Banyaknya jumlah penduduk tersebut 
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memberikan peluang menjanjikan pada sejumlah bidang usaha. Mobilitas 

yang terjadi di Jakarta dituntut serba cepat, karena didesak oleh mobilitas yang 

selalu harus cepat kebanyakan warga Jakarta lebih memilih untuk 

mengkonsumsi makanan diluar rumah yaitu di Restoran. Peluang tersebut 

dimanfaatkan beberapa pihak untuk mendirikan restoran. Setiap makanan atau 

minuman yang dikonsumsi oleh masyrarakat tentu saja ada pajak yang harus 

ditanggung, yaitu pajak restoran. 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 

warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Menurut data dari 

BKPD Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2011, Pajak Restoran di Jakarta 

menyumbang sebesar Rp 879.006.791.180.  

Selanjutnya selain restoran, sesuatu yang sering menjadi konsumsi 

masyarakat Jakarta untuk menghibur dirinya atas kecepatan, ketepatan dan 

tekanan atas tuntutan tugas dan pekerjaan, maka yang sering dilakukan oleh 

masyarakat Ibukota adalah mencari hiburan. Selain mejadi pusat bisnis dan 

pusat pemerintahan di Indonesia, Jakarta memiliki begitu banyak tempat 

wisata menarik yang dapat dikunjungi. Tempat wisata di Jakarta ini telah 

tumbuh dan berkembang dengan begitu pesat seiring dengan perkembangan 

kota. Perkembangan kota yang cukup pesat tidak menyurutkan langkah 

pemerintah daerah kota Jakarta untuk tetap terus mengembangkan tempat 
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wisata di Jakarta yang dilengkapi dengan fasilitas umum sebagai srana 

pendukungnya. 

Setiap kegiatan hiburan tentu saja dikenakan pajak, yaitu pajak hiburan. 

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah 

semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang 

dinikmati dengan dipungut bayaran. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah harga 

yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau 

pengunjung hiburan. Menurut data dari BKPD Provinsi DKI Jakarta per 21 

Maret 2011, Pajak Hiburan di Jakarta direncakan menyumbang sebesar Rp 

270.000.000.000 namun ternyata, Pajak Hiburan tersebut meningkat targetnya 

sebesar 108,46 persen dari rencana yaitu sebesar Rp. 292.835.639.661. 

Tercatat dari tahun 2009 sampai 2011 perkembangan Realisasi Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di DKI Jakarta 

mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak 

Restoran dan Pajak Hiburan Provinsi DKI Jakarta 

Tahun 2009 sampai 2011 

Tahun Pajak Kendaraan 

Bermotor (Rp) 

Pajak Restoran (Rp) Pajak Hiburan (Rp) 

2009 2.766.961.102.529 755.473.014.869 267.735.587.255 

2010 3.107.744.107.420 880.920.581.945 293.356.000.260 

2011 3.664.400.165.006 1.031.995.530.296 296.519.831.376 

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta 
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Dengan meningkatnya pendapatan yang berasal dari pajak daerah tersebut 

maka, Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

tercatat dari tahun 2009 sampai 2011 realisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah DKI Jakarta mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini : 

Tabel 1.2 

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta 

Tahun 2009 sampai 2011 

Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rp) 

2009 10.608.155.177.783 

2010 12.969.114.969.129 

2011 17.825.524.636.880 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta 

 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat penting 

dalam proses pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pengukuran terhadap keberhasilan masing-masing daerah yang dapat dilihat 

melalu efektivitasnya. Efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan menggambarkan kemampuan 

pemerintah dalam merealisasikan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran 

dan Pajak Hiburan yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas menunjukkan taraf 
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tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha disebut efektif jika usaha tersebut telah 

mencapai tujuannya. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pajak yang penulis nilai dapat memberikan peningkatan besar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah yaitu, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran dan 

pajak hiburan diibukota Negara Republik Indonesia yaitu Jakarta. Maka dalam 

penelitian ini penulis mengambil judul “Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak 

Hiburan Terhadap Efektivitas  Pendapatan Asli Daerah (DKI Jakarta)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah? 

2. Bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran 

terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah? 

3. Bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan 

terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah? 

4. Bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap efektivitas 

Pendapatan Asli Daerah secara simultan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan 

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah 

DKI Jakarta 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan 

pemungutan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan 

pemungutan Pajak  Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI 

Jakarta  
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4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan 

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, dan Pajak 

Hiburan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Kontribusi yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah: 

 1. Manfaat Akademis 

 Para akademis dapat memakai penelitian ini sebagai sumber acuan untuk 

dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian yang lebih spesifik atau 

penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti tentang pengaruh 

Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jakarta. Selain itu 

penelitian ini juga berguna bagi peneliti untuk memenuhi syarat lulus S1. 

b. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah 

selaku regulator untuk mengatur dan menggunakan serta 

memaksimalkan segala pajak pajak yang ada untuk pembangunan daerah 

masing masing. 
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c. Bagi Pihak Lain 

Bagi pihak lain atau masyarakat awam dapat menggunakan penelitian ini 

sebagai sumber untuk menambah pengetahuan dan untuk mengetahui 

dengan baik bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak 

Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi Jakarta. 



 
 

12 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Pajak dan unsur pajak 

 Disetiap Negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan 

pengertian yang sama. Pajak dalam istilah asing adalah tax (inggris); import 

contribution, taxe, droit (Perancis); Steuer, Abgabe, Gebuhr (Jerman); 

impuesto contribution, tribute, gravamen, tasa (Spanyol) dan belasting 

(Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah tax dikenal pula istilah tarif. 

(Siti Kurnia Rahayu, 2010: 21) 

 Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Prof. Dr. 

Mardiasmo, MBA., Ak dalam buku Perpajakan (h1: 2011) pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. 

 Sedangkan menurut Prof. Dr.P.J.A. Andriani oleh Siti Kurnia Rahayu 

dalam buku Perpajakan Indonesia (h22: 2010), merumuskan bahwa pajak 

adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan  dengan tidak mendapat 
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prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas 

Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

 Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Dari definisi tersebut, dapat dismpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur: 

1. Iuran dari rakyat kepada Negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa 

uang (bukan barang). 

2. Berdasarkan undang undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran 

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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2.1.2 Fungsi Pajak 

 Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai 

kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat 

pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan poltik perekonomian, pajak 

memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan 

umum. Suatu Negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi 

masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos 

penerimaan Negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan 

sesuai dengan tujuan Negara. Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi 

pajak, yaitu: 

1. Fungsi budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 

 

2.1.3 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 

 Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? 

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi 

pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak.  
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Teori-teori tersebut antara lain adalah : 

1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak diibaratkan sebagai seuatu 

premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

2. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan 

(Misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin kepentingan 

seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayarkan. 

3. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu: 

a. Unsur objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau 

kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 

b. Unsur subjektif yaitu memperlihatkan besarnya kebutuhan materil 

harus dipenuhi. 

4. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 
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5. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dan rumah tangga mayarakat 

untuk rumah tanggan negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan 

kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih 

diutamakan. 

 

2.1.4 Pengelompokan Pajak 

 Dalam Hukum Pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi 

dalam berbagai pengelompokan atau pembagian, sebagai berikut : 

Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya 

1. Pajak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh 

yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau 

digeser kepada pihak lain. Misalnya Pajak Penghasilan ( PPh ), PPh tidak 

bisa dilimpahkan atau digeser kepada orang / pihak lain untuk 

menanggungnya. 

2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan       

Atau dibebankan oleh yang membayar kepada pihak lain. Misalnya Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak jenis 

ini bisa dilimpahkan atau digeserkan oleh penjual kepada pembeli. 
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Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya 

1. Pajak Subyektif ( Pajak yang Bersifat Perorangan ) yaitu pajak yang dalam 

pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak ( 

status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak). 

Misalnya Pajak Penghasilan, keadaan / kondisi wajib pajak akan 

mempengaruhi dalam hal Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) nya. 

2. Pajak Obyektif ( Pajak yang Bersifat Kebendaan ) yaitu pajak yang dalam 

pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja, tanpa 

memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Misalnya Bea 

Meterai, yang dipungut apabila obyek pajak telah ada dan memenuhi syarat 

sebagai suatu dokumen yang dikenakan pajak tanpa melihat kondisi dari 

wajib pajak.  Begitupun dalam Pajak Pertambahan Nilai yang 

pengenaannya juga tidak dilihat dari kondisi pribadi wajib pajak tetapi 

tergantung pada obyek tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk 

dikenakan PPN. 

 

Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya 

1. Pajak Pusat ( Pajak Negara ) yaitu pajak yang wewenang pemungutannya 

ada ditangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga negara. Misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan. 
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2. Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 

pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah 

tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak Daerah terdiri dari : 

a. Pajak Propinsi yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

Tingkat I ( Propinsi ), misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

b. Pajak Kabupaten / Kota yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah 

Daerah Tingkat II ( Kabupaten / Kota ), misalnya Pajak Hotel, Pajak 

Restoran dan Pajak Hiburan. 

 

2.1.5 Konsep Efektivitas 

 Menurut  Mardiasmo  (2002  :  134),  efektivitas  adalah  ukuran  berhasil 

tidaknya   suatu   organisasi   mencapai   tujuannya.   Pengertian   efektivitas   

pada dasarnya  berhubungan  dengan  pencapaian  tujuan  atau  target  

kebijakan  (hasil guna).  Efektivitas  merupakan  hubungan  antara  keluaran  

dengan  tujuan  atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas hanya melihat 

apakah suatau program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 Abdul   Halim   (2002 : 129)  mengatakan   bahwa  teknik   analisis   yang 

digunakan untuk mengukur efektivitas adalah rasio efektivitas. Rasio ini 

menggambarkan  kemampuan  Pemerintah Daerah  baik  dalam  merealisasi  

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang 
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direncanakan dibandingkan target yang ditetapakan berdasarkan potensi riil 

daerah. 

 Abdul Halim dan Muhammad Iqbal (2012 : 163) mengatakan bahwa 

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat 

pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. 

Efektivitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan 

tepat waktu dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai 

tujuan dan sasaran seperti apa yang direncanakan. 

 Adapun menurut kriteria efektivitas penilaian kinerja sesuai dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900 – 327 Tahun 1996 dapat 

dilihat pada gambar 2.1 berikut : 

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan 

Kinerja Keuangan Kriteria 

>100% Sangat efektif 

>90 % - 100% Efektif 

>80% - 90% Cukup efektif 

>60% - 80% Kurang efektif 

< = 60% Tidak efektif 

Sumber: Kep. Mendagri No. 690.900 – 327, 1996 

 

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah 

 Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Pendapatan daerah 

adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih 
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dalam periode anggaran tertentu, pendapatan daerah berasal dari penerimaan 

dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri 

yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. 

 Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 

2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang 

bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. 

 Dikutip oleh Evi Apriani (2011) dalam Suparmoko (2002: 56) dijelaskan 

bahwa pajak daerah mempunyai peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan 

daerah (budgetary) dan sebagai alat pengaturan (regulatory) alokasi dan 

distribusi kegiatan ekonomi dalam suatu daerah tertentu 

 Adapun sumber-sumber pendapatan asli  menurut Undang-Undang RI 

No.32 Tahun 2004 yaitu : 

1.  Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari : 

a. Hasil pajak daerah  

b. Hasil retribusi daerah  

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan.  

d. Lain-lain pendapatan daerah  

2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari 

penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, 

pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah 
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dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi 

umum, dan dana alokasi khusus. 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari 

sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

 

2.1.7 Pajak Kendaraan Bermotor  

2.1.7.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak 

yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.. 

Dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  terdapat beberapa terminologi 

yang perlu diketahui. terminologi tersebut antara lain: 

1) Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya 

yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, 

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya 

menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta 

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

2) Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan 

untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 
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3) Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang 

dimiliki/dikuasai/dipergunakan untuk kepentingan orang pribadi, 

badan, Lembaga Negara dan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah 

Pusat Daerah. 

4) Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat atau alat-alat besar adalah alat-

alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara 

permanen, antara lain ; penggilas jalan, loader, forklift, dump truck, 

tractor head, bulldozer, derek, craine dan sejenisnya. 

5) Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang/pribadi atau Badan 

dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti 

kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Kepemilikan 

Kendaraan Bermotor, termasuk penguasaan kendaraan bermotor yang 

melebihi 12 (dua belas) bulan, kecuali karena perjanjian sewa 

termasuk leasing. 

 

2.1.7.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor 

 Disebutkan dalam Peraturan Gubernur No. 168 Tahun 2012 pasal 3 bahwa : 

1) Objek pajak PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor. 

2) Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah :  

a. kendaraan bermotor beserta gandengannya, yang dioperasikan 

disemua jenis jalan daratan;dan 
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b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi 

kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh 

Gross Tonnage). 

3) Dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah : 

a. kereta api; 

b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan negara, seperti : 

• truck dan bus pengangkut personil TNI dan Polri; 

• kendaraan bermotor TNI dan Polri yang digunakan untuk sistem 

telekomunikasi pertahanan dan keamanan negara; 

• kendaraan bermotor TNI dan Polri anti teror; 

• kendaraan bermotor TNI dan Polri untuk keperluan operasional 

lalu lintas (mobil patroli dan sejenisnya) keamanan negara; 

• mobil tahanan untuk keamanan negara antara lain seperti mobil 

tahanan Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Kepolisian/TNI, 

Satpol PP; dan 

• kendaraan tempur lainnya. 

c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, 

konsulat, perwakilan negara asing dengan azas timbal balik, dan 

lembaga-lembaga internasional yang memperoleh pembebasan 

pajak dari pemerintah; dan 
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d. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan 

atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan 

pameran dan tidak untuk dijual. 

 

2.1.7.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

 Disebutkan dalam Peraturan Gubernur No. 168 Tahun 2012 pasal 4 bahwa : 

(1) Subjek Pajak PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki 

dan/atau menguasai kendaraan bermotor. 

(2) Wajib Pajak PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki 

kendaraan bermotor. 

 

2.1.7.4 Dasar pengenaan pajak 

Disebutkan dalam Peraturan Gubernur No. 168 Tahun 2012 pasal 7 bahwa: 

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah NJKB yang dinyatakan dalam suatu tabel 

yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat 

pertimbangan dari Menteri Keuangan. 

(2) Dalam hal NJKB tidak tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh 

Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka NJKB 

dapat ditetapkan oleh Gubernur. 

(3) Penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di usulkan oleh 

Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan perhitungan 

penetapan NJKB tahun berikutnya. 
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2.1.7.5 Tarif pajak 

 Disebutkan dalam  Peraturan Gubernur No. 168 Tahun 2012 pasal 9 bahwa: 

1) kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama oleh orang 

pribadi/badan sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen); 

2) kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh Pemerintah 

Pusat/Daerah, TNI dan Polri, sebesar 0,50% (nol koma lima nol 

persen); 

3) angkutan umum, ambulan, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, 

sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen); 

4) kendaraan bermotor yang digunakan kegiatan sosial keagamaan, 

lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol 

persen); dan 

5) Alat-alat berat dan Alat-alat besar, sebesar 0,20% (nol koma dua nol 

persen). 

 

2.1.7.6 Besaran pajak terutang 

 Disebutkan dalam Peraturan Gubernur No. 168 Tahun 2012 pasal 12 

bahwa: Besarnya pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan Dasar 

Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 
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2.1.8 Pajak Hiburan 

2.1.8.1 Pengertian Pajak Hiburan 

 Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak 

Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan 

hiburan. Pajak Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa 

terminologi yang perlu diketahui. terminologi tersebut antara lain: 

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan 

ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang 

ditontotn atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak 

termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. 

2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik 

untuk atas namanya sendiri atau badan yang bertindak baik untuk atas 

namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 

tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan. 

3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu 

hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau 

menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali 

penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang 

menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan. 

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam 

bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya 

diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian 

jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan 
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dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan 

langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian 

pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, 

termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak 

secara tunai. 

5. Tanda masuk adalah semua tanda atua alat atau cara yang sah dengan nama 

dan dalam bentuk aapa pun yang dapat digunakan untuk menonton, 

menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara 

yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalsasu oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk di sini adalah 

tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, tiket 

undangan, kartu langganan, kartu anggota (membership), dan sejenisnya. 

6. Harga tanda masuk, selanjutnya disingkat HTM, adalah bayaran nilai uang 

yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau 

pengunjung. 

 

2.1.8.2 Objek Pajak Hiburan 

 Disebutkan dalam  PDRD No 13 tahun 2010 Pasal 3 bahwa: 

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan 

dipungut bayaran. 

(2) Hiburan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. tontonan film; 

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 
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c. kontes kecantikan; 

d. pameran; 

e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 

f. sirkus, akrobat, dan sulap; 

g. permainan bilyar, golf, dan bowling; 

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; 

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness 

center); 

j. pertandingan olahraga; 

k. penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian tempat wisata, taman 

rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi 

putar, kereta pesiar dan sejenisnya.  

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan 

yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan 

keagamaan, dan pameran buku. 

 

2.1.8.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

 Disebutkan dalam PDRD No 13 tahun 2010 Pasal 4 dan 5 bahwa: 

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati 

Hiburan. 

(2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang 

menyelenggarakan hiburan. 
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2.1.8.4 Dasar pengenaan pajak 

Disebutkan dalam PDRD No 13 tahun 2010 Pasal 6 bahwa: 

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau 

yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. 

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada 

penerima jasa Hiburan. 

 

2.1.8.5 Tarif pajak 

 Disebutkan dalam PDRD No 13 tahun 2010 Pasal 7  bahwa: 

1) Tarif Pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana 

sebesar 10% (sepuluh persen). 

3) Tarif pajak untuk kontes kecantikan sebesar 10% (sepuuh persen). 

4) Tarif pajak untuk pameran sebesar 10% (sepuluh persen). 

5) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup 

(live music), musik dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 

20% (dua puluh persen). 

6) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

7) Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling dan Seluncur Es (ice 

skating) sebesar 10% (sepuluh persen). 
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8) Tarif pajak untuk permainan golf (green fee) sebesar 15% (lima belas 

persen) dan untuk driving range sebesar 10% (sepuluh persen) 

9) Tarif pajak untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan 

ketangkasan, sebesar 10% (sepuluh persen). 

10) Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 20% (dua 

puluh persen). 

11) Tarif pajak untuk refleksi dan pusat Kebugaran/Fitness Center sebesar 

10% (sepuluh persen). 

12) Tarif pajak untuk pertandingan olah raga sebesar 5% (lima persen). 

13) Penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian tempat wisata, taman 

rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi 

putar, kereta pesiar dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen). 

 

2.1.8.6 Besaran pajak terutang 

 Disebutkan dalam UU PDRD No 13 tahun 2010 Pasal 8 bahwa: 

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.  

 

2.1.9 Pajak Restoran 

2.1.9.1 Pengertian Pajak Restoran 

 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran..  
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Dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu 

diketahui. terminologi tersebut antara lain: 

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 

warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 

2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai 

imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pemilik restoran. 

 

2.1.9.2 Objek Pajak Restoran 

 Disebutkan dalam PDRD No 11 tahun 2011 Pasal 3 bahwa: 

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang 

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di 

tempat lain. 

(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), adalah: 

a. pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang 

pengelolaannya satu manajeman dengan hotel; 

b. pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya 

(peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) per tahun. 
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2.1.9.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

 Disebutkan dalam PDRD No 11 tahun 2011 Pasal 4 dan 5 bahwa: 

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli 

makanan dan/atau minuman dari restoran. 

 (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan restoran.. 

 

2.1.9.4 Dasar pengenaan pajak 

 Disebutkan dalam PDRD No 11 tahun 2011 Pasal 6 bahwa: 

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima 

atau yang seharusnya diterima restoran. 

 

2.1.9.5 Tarif pajak 

 Disebutkan dalam PDRD No 11 tahun 2011  Pasal 7  bahwa: 

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

 

2.1.9.6 Besaran pajak terutang 

 Disebutkan dalam PDRD No 11 tahun 2011  Pasal 8 bahwa: 

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

 

 



33 
 

2.2 Review Penelitian Terdahulu 

Review penelitian ini berupa hasil penelitian terdahulu sebelumnya yang 

memiliki kemiripan dan atau perbedaan tertentu dengan penelitian yang akan 

dilakukan, objek yang diteliti, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, 

jumlah dan jenis sampel yang digunakan maupun temuan yang telah dan akan 

dihasilkan. Review penelitian terdahulu ini bersumber dari jurnal hasil penelitian 

yang telah dipublikasikan, baik dari Indonesia maupun internasional. 

Review  penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk 

menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil 

penelitian terdahulu menyangkut pendapatan asli daerah. Ini disadari untuk 

melakukan penelitian  perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang 

dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan 

diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan  rencana penelitian 

ini yaitu sebagai berikut  : 

Menurut Abdul Thalib Yunus (Yunus, 2010) dalam penelitiannya tentang 

analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah 

pada Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo pada periode 2006 sampai 

dengan 2009 menyimpulkan bahwa rata rata tingkat kontribusi antara pajak 

kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bone Bolango 

masih relatif kecil yaitu 2,176% hal itu disebabkan karena besarnya tunggakan 

pajak kendaraan bermotor yang dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran dari 

pemilik kendaraan bermotor tersebut. 
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Menurut I Made Sedana Yasa, I Ketut Suwintana, dan Luh Nyoman 

Chandra Handayani (Handayani, 2009) dalam penelitiannya tentang peranan 

pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota 

Denpasar, dengan menggunakan analisis statistic regresi berganda menyimpulkan 

bahwa : pertama,  Variable bebas pajak hotel dan pajak restoran secara simultan 

mempengaruhi varian variable terikat PAD sebesar 94,9%. Kedua, Pajak hotel 

secara parsial tidak berpengaruh terhdapa kenaikan penerimaan daerah.dan yang  

Ketiga, pajak restoran  tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD. 

Menurut H. Mat Juri (Juri, 2012) dalam penelitiannya tentang analisis 

kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) kota Samarinda pada peride 2006 sampai dengan 2010 dengan 7 jenis 

pajak daerah menyimpukan bahwa, kontribusi tiap jenis pajak daerah terhadap 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu tahun anggaran 

2006 sampai dengan 2010 sangat fluktuatif. Kontribusi pajak daerah terbesar 

terhadap total penerimaan PAD diberikan oleh pajak penerangan jalan serta oleh 

pajak restoran pada urutan kedua. Pajak penerangan jalan pada peride 2006-2010 

memberikan rata rata kontribusi sebesar 21,35% per tahunnya. Sedangkan untuk 

pajak restoran jauh berada dibawah yaitu hanya mencapai persentase rata rata 

sebesar 7,57% per tahun. sedangkan sumber sumber pajak daerah yang lain masih 

memberikan kontribusi yang relatif kecil. 

Menurut Evi Apriani (Apriani, 2012) dalam penelitiannya tentang 

pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli 

daerah kota Tasikmalaya tahun 2002 sampai dengan 2011 menyimpulkan bahwa, 
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pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh secara signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah kota Tasikmalaya, pajak daerah secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tasikmalaya, 

dan retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah kota Tasikmalaya. 

 Menurut Rista Saraswaty (Saraswaty, 2012) dalam penelitiannya tentang 

pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak restoran, pajak hotel dan 

pajak hiburan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah kota Bandung tahun 

2006 sampai 2011 menyimpulkan bahwa, yang pertama Efektivitas pelaksanaan 

pemungutan pajak restoran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

efektivitas pendapatan asli daerah Kota Bandung yaitu sebesar 0,471 atau 47,1% . 

kedua, Efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Bandung. Dan 

yang ketiga,  Efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hiburan berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota 

Bandung. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Kebijakan pajak umumnya secara makro dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah dan pertumbuhan penerimaan pajak daerah serta bermanfaat bagi 

masyarakat (Abdul Thalib Yunus, 2010) 
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 Mengingat Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia maka, 

Kota Jakarta tentu saja banyak dikunjungi oleh orang orang dari pelosok tanah air 

dan dunia. Dikutip dari situs berita online VIVAnews dijelaskan bahwa,  Jakarta 

menjadi kota megapolitan  terpadat urutan keenam dunia versi majalah TIME 

dengan jumlah penduduk mencapai 18,19 juta jiwa. TIME juga menyebutkan 

bahwa Jakarta sebagai salah satu kota terpenting di Asia Tenggara pada abad 21 

dengan problem kemacetan yang sangat parah . 

 Jakarta juga bukan hanya tempat pemerintahan nasional dan pemerintah 

provinsi saja tapi juga sebagai pusat politik Indonesia. Selain itu, Jakarta juga 

pusat  keuangan nasional dan perdagangan Indonesia. Tidak mengherankan lagi, 

bahwa kita semua akan menyaksikan Jakarta  sebagai kota dinamis yang pernah 

ada, sebuah kota yang tidak pernah tidur. Untuk itu tentu saja segala macam jenis 

bisnis dan berkembang pesat disini. Penyediaan hiburan, rumah makan dan 

kendaraan sangat berperan untuk para masyarakat yang tinggal didaerah ini dan 

untuk para tamu yang datang berkunjung, baik tamu domestik maupun tamu dari 

luar negeri. 

 Dengan berkembang pesatnya Jakarta sebagai kota metropolitan tentu saja 

membuat perekonomian daerah untuk kota ini juga selalu maju dibandingkan 

dengan daerah lainnya. Pendapatan Asli Daerah akan tumbuh dengan dibantu oleh 

berbagai jenis pajak dari berbagai jenis kegiatan. Seperti pajak kendaraan 

bermotor, pajak restoran dan pajak hiburan. 
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 Gambar 2.1  Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan Kajian Pustaka dan review penelitian relevan yang telah 

dikemukakan diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh 

terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

H2: Efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran berpengaruh terhadap 

efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

H3:Efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap 

efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

H4: Efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak 

Restoran, dan Pajak Hiburan secara simultan berpengaruh terhadap 

efektivitas Pendapatan Asli Daerah. 

Pajak 
Kendaraan 

Bermotor (X1) 

Pajak Restoran 
(X2) 

Pajak Hiburan 
(X3) 

Pendapatan Asli Daerah 
(Y) 
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BAB III 

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

 Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah jumlah Pendapatan Asli 

Daerah DKI Jakarta selama periode 2009 sampai dengan 2011 yang diperoleh dari 

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.  

 

3.2 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kontribusi Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada tahun 2009 sampai 2011 dengan 

menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda yaitu menganalisis 

masalah dengan cara mendeskripsikannya melalui table, dengan menggunakan 

software SPSS dan analisis kuantitatif. 
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3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagai variable bebas 

(independen) dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variable terikat (dependen). 

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana pemerintah daerah mampu 

mengefektifkan pajak kendaraan bermotor, pajak restoran dan pajak hiburan yang 

direncanakan dibandingkan dengan realisasi yang ada dilihat dari penerimaan 

Pajak yang ada selama 3 tahun berturut turut dari tahun 2009 sampai dengan 

2011. Dikutip oleh Rista Saraswaty (2012) dalam Abdul Halim (2008:234) 

efektifitas adalah perbandingan atau rasio antara penerimaaan dengan target yang 

telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensi riil. 

 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) atau Variabel X 

 Variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau 

terpengaruhnya variabel terikat (dependent variable). Pada penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan 

Pajak Hiburan 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

 Definisi konseptual dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak 

atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan 

definisi operasionalnya pajak yang diukur dari besarnya pokok Pajak 

Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
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pajak dengan dasar pengenaan pajak.  Efektivitas Pajak Kendaraan 

Bermotor dapat dihitung dengan cara sebagai  berikut: 

 

Rasio efektivitas PKB =     
    

 x100%  

 

b. Pajak Restoran 

 Definisi konseptual dari pajak restoran adalah pajak atas pelayanan 

yang disediakan oleh restoran. Sedangkan definisi operasionalnya adalah 

pajak yang dihitung dengan cara mengalikan jumlah pembayaran yang 

diberikan konsumen kepada restoran dengan tarif pajak restoran. 

Efektivitas Pajak Restoran  dapat dihitung dengan cara sebagai  berikut: 

 

Rasio efektivitas Pajak Restoran  =    
   

 x 100% 

  

 

c. Pajak Hiburan 

 Definisi konseptual dari pajak hiburan adalah pajak atas 

penyelenggaraan hiburan. Sedangkan definisi operasionalnya adalah pajak 

yang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan 

pajak. 

 

Rasio efektivitas Pajak Hiburan  =     
   

 x 100 % 
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2. Variabel Terikat (Dependent Variable) atau variabel Y 

 Variabel dependent atau variable terikat adalah variable yang nilai nilainya 

bergantung pada variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan Y. Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli 

Daerah. 

 Definisi konseptual dari Pendapatan Asli Daerah adalah semua 

penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu 

bersumber dari potensi-potensi yang ada. 

 Definisi operasional Pendapatan Asli Daerah disini adalah pendapatan 

daerah yang diperoleh dari DKI Jakarta sebagai daerah otonom dan dipungut 

berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku meliputi : Hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah dan lain lain 

pendapatan daerah yang sah. 

 Pengertian efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak 

maksudnya adalah seberapa besar realisasi pajak berhasil mencapai potensi 

yang sebenarnya harus dicapai pada periode tertentu. Dari pengertian tersebut 

maka Dikutip oleh Rista Saraswaty (2012) dalam Abdul Halim (2008:232) 

merumuskan efektivitas sebagai berikut: 

 

Rasio efektivitas =     
   

 x 100 % 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini merupakan 

data kuantitatif yaitu data sekunder. Dikutip oleh Iskandar (2008:77) dalam 

Rista Saraswaty (2012) Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui 

pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa 

penelaahan terhadap dokumentasi pribadi, resmi, kelembagaan, referensi-

referensi atau literature laporan. Data tersebut bersumber dari Laporan Target 

dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta selama tiga tahun berturut 

turut, yaitu tahun 2009 sampai dengan 2011. 

 

3.5 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

 Dikutip oleh Zoeldhan menurut Sugiyono (2007:57 ) pengertian populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karekteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang 

berasal dari Pajak Daerah selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. 

 

3.5.2.Sampel 

 Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili 

populasi tersebut (Hasan, 2008: 12). Pada penelitian ini penulis menggunakan 

metode purposive sampling, yaitu  metode penentuan populasi yang akan 
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dijadikan sampel penelitian berdasarkan kriteria sampel tertentu sesuai dengan 

yang dikehendaki penulis, dan kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan 

tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi kriteria dalam 

pemilihan sampel adalah: 

1. Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI 

Jakarta selama tiga tahun berturut turut yaitu 2009, 2010 dan 2011 

2. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI 

Jakarta selama tiga tahun berturut turut yaitu 2009, 2010 dan 2011 

3. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah berupa Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Provinsi DKI 

Jakarta selama tiga tahun berturut turut yaitu 2009-2011 

4. Laporan memiliki data data yang lengkap berupa target dan realisasi untuk 

setiap bulan pada setiap jenis pajak dan Pendapatan Asli Daerah selama 

tahun 2009-2011 

 

 Berdasarkan kriteria tersebut, maka hasil seleksi sampel adalah data 

Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah berupa  Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Provinsi DKI Jakarta 

selama tiga tahun berturut turut yaitu 2009 sampai dengan 2011 
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3.6 Persamaan Regresi 

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak 

Restoran dan Pajak Hiburan sebagai variabel bebas (independent variable) 

terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat (dependent 

variable). 

Pembuktian terhadap hipotesis pada penelitian ini menggunakan model 

regresi berganda dengan tiga variabel bebas sebagai berikut: 

Y  = α  + β1X1 + β2X2+ β3X3 + ε 

Keterangan: 

Y = Variabel Dependen (Pendapatan Asli Daerah) 

α = Bilangan Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien Regresi Untuk Masing-Masing Variabel Independen 

X1 = Pajak Kendaraan Bermotor 

X2 = Pajak Restoran 

X3 = Pajak Hiburan 

ε = Error Term (tingkat kesalahan) 

 

 Model regresi linier berganda (multiple regression) dapat disebut sebagai 

model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). BLUE dapat dicapai bila memenuhi Asumsi Klasik 

(Setyadharma, 2010). 
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 Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Model 

regresi akan dapat digunakan sebagai alat estimasi yang tidak bias jika telah 

memenuhi persyaratan BLUE (best linear unbiased estimator), yakni tidak 

terdapat terdapat heteroskedastisitas, tidak terdapat multikolinieritas dan tidak 

terdapat autokorelasi serta memenuhi asumsi normalitas heteroskedastisitas, tidak 

terdapat multikolinieritas dan tidak terdapat autokorelasi serta memenuhi asumsi 

normalitas. 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah pengujian untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai 

residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada 

masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi 

kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-

masing variabel. Hal ini tidak dilarang tetapi model regresi memerlukan 

normalitas pada nilai residualnya bukan pada masing-masing variabel 

penelitian (Harjuanjaya, 2012). Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan uji histogram, uji normal probability plot, dan uji kolmogorov-

smirnov.  

 

2. Uji Multikolinieritas 

 Menurut Ghozali (2011), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
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(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel independen. 

 Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat berdasarkan Variance 

Inflation Factor (VIF). 

a. VIF > 10 Antar variabel independen terjadi korelasi/multikolinieritas. 

b. VIF < 10   Antar variabel independen tidak terjadi  korelasi atau     

 multikolinieritas. 

 

3. Uji Autokorelasi 

 Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series). 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi menurut Ghozali (2011) 

adalah: 

 

Tabel 3.1  Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du  
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Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negative No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl

Tidak ada autokorelasi, positif atau negative Tidak ditolak du < d < 4 – du 

Sumber: Ghozali (2011). 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

 Pengujian adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan 

metode grafik scatterplot dan uji Glejser. Pada grafik scatterplot 

heteroskedastisitas ditandai dengan pola plot dalam grafik yang random atau 

tidak membentuk suatu pola. Pada uji Glejser, apabila nilai signifikan 

korelasi masing-masing variabel independen dengan nilai residual yang telah 

diabsolutkan lebih besar dari tingkat signifikansi peneliti, maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas pada model penelitian. 
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Merujuk pada buku yang ditulis oleh Ghozali (2011), pengujian terhadap 

model regresi pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: 

1. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. 

Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam 

model sama dengan nol, atau: 

Ho: ρ = 0 ; diduga variabel independen secara bersama-sama tidak   

                   berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Ha: ρ ≠ 0 ; diduga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh  

                  signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho dapat ditolak pada 

derajat kepercayaan 5%. Dengan kata hipotesis alternatif diterima, yang 

menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. 

Bila nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha. 
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2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu 

parameter (bi) sama dengan nol, atau: 

Ho :  bi  = 0  (Suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel independen) 

Ha : bi ≠ 0 (Variabel independen merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen)  

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: 

a. Quick look: bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan 

derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi = 0 dapat 

ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata 

lain hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

b. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila 

nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t 

tabel, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen diterima. 

 

3. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

 Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
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koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

 Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif 

rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan. 

Sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai 

koefisien determinasi yang tinggi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Unit Analisis 

       Penelitian ini menggunakan data sekunder Penerimaan Pajak Daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut (PAD) yang diperoleh dari 

Dinas Pelayanan Pajak Prov. DKI Jakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Data-data yang digunakan untuk penelitian ini meliputi data 

Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan 

Pajak Hiburan pada Provinsi DKI Jakarta. Data yang diambil meliputi data 

tahun 2009-2011 dan memiliki kriteria sebagai berikut : 

1. Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI 

Jakarta selama tiga tahun berturut turut yaitu 2009, 2010 dan 2011 

2. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI 

Jakarta selama tiga tahun berturut turut yaitu 2009, 2010 dan 2011 

3. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah berupa Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Provinsi DKI 

Jakarta selama tiga tahun berturut turut yaitu 2009-2011 

4. Laporan memiliki data data yang lengkap berupa target dan realisasi untuk 

setiap bulan pada setiap jenis pajak dan Pendapatan Asli Daerah selama 

tahun 2009-2011 
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Laporan yang dijadikan sampel penelitian ini adalah Laporan Target dan 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan untuk tahun 

2009 sampai 2011 dan Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, 

Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Provinsi DKI Jakarta setiap bulan untuk tahun 

2009 sampai 2011. Jumlah data setiap bulan untuk Pendapatan Asli Daerah, Pajak 

Kendaraan bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Provinsi DKI Jakarta 

selama tiga tahun yaitu 2009, 2010 dan 2011 adalah 36. Dalam penelitian ini 

terdapat 36 data yang memenuhi kriteria. Sehingga ditetapkan 36 data sebagai 

sampel. 

 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu Pendapatan Asli 

Daerah (Y), dan tiga variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (X1), 

Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3). Nilai pada variabel independen dan 

dependen merupakan nilai dalam bentuk rasio.  
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 Berikut ini penulis sajikan hasil uji statistik deskriptif atas variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini : 

 

Tabel 4.1 Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PAD 36 45.71 79.97 125.68 105.8061 9.67640 

PKB 36 99.45 77.41 176.86 102.6414 16.40545 

PR 36 49.21 84.09 133.30 106.8556 12.52057 

PH 36 73.53 65.13 138.66 94.2050 16.13022 

Valid N (listwise) 36      

 Sumber: Data diolah oleh SPSS 19.0, 2013 

 

       Tabel 4.1 menunjukkan output dari deskriptif statistik. Dari output di atas 

dapat dilihat bahwa selama periode 2009 sampai dengan 2011 nilai Pendapatan 

Asli Daerah (Y) dengan jumlah data sebanyak 36 sebesar 105.80 dengan nilai 

minimum sebesar 79.97 dan nilai maksimum sebesar 125.68 serta memiliki 

standar deviasi sebesar 9.67. Standar deviasi merupakan cara mendeteksi seberapa 

besar data menyebar (terdeviasi). Semakin besar nilai deviasi semakin kurang 

representatif suatu rata-rata. Nilai deviasi Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 

9.67. Artinya Pendapatan Asli Daerah (Y) memiliki nilai standar deviasi yang 

rendah. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (Y) realatif 

sama artinya nilai PAD setiap bulannya pada tahun yang sama masih stabil atau 

tidak terjadi kenaikan atau penurunan yang drastis. 
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       Pada variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dengan jumlah data sebanyak 

36, rata-rata nilai tingkat bagi hasil selama periode 2009 sampai dengan periode 

2011 sebesar 102.64 dengan nilai minimum sebesar 77.41 dan nilai maksimum 

sebesar 176.86 dan memiliki nilai deviasi 16.40 Artinya Pajak Kendaraan 

Bermotor (X1) memiliki nilai deviasi yang rendah. Sehingga dapat disimpulkan 

rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor relatif sama artinya nilai Pajak Kendaraan 

Bermotor setiap bulannya pada tahun yang sama masih stabil atau tidak terjadi 

kenaikan atau penurunan yang drastis. 

       Untuk variabel Pajak Restoran (X2) dengan jumlah data sebanyak 36, rata-

rata nilai ukuran bank sebesar 106.85 dengan nilai minimum sebesar 84.09 dan 

nilai maksimum sebesar 133.30 dan memiliki nilai deviasi sebesar 12.52. Artinya 

Pajak Restoran (X2) memiliki nilai deviasi yang rendah. Sehingga dapat 

disimpulkan rata-rata Pajak Restoran relatif sama artinya nilai Pajak Restoran 

setiap bulannya pada tahun yang sama masih stabil atau tidak terjadi kenaikan 

atau penurunan yang drastis. 

       Sedangkan untuk variabel Pajak Hiburan (X3) dengan jumlah data sebanyak 

36, rata-rata nilai Pajak Hiburan sebesar 94.20 atau dengan nilai minimum sebesar 

65.13 dan nilai maksimum sebesar 138.66 dan memiliki nilai deviasi sebesar 

16.31. Artinya Pajak Hiburan (X3) memiliki nilai deviasi yang rendah. Sehingga 

dapat disimpulkan rata-rata Pajak Hiburan relatif sama artinya nilai Pajak Hiburan 

setiap bulannya pada tahun yang sama masih stabil atau tidak terjadi kenaikan 

atau penurunan yang drastis. 
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4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

       Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas data 

dilakukan dua cara, yaitu : 

1. Menggunakan P-Plot Test data untuk keempat variabel yang 

digunakan dalam penelitian dengan memperhatikan penyebaran data 

(titik-titik) pada Normal P-Plot Of Regresion Standardized Residual 

dari variabel independen. 

  

Sumber: Data diolah dengan SPSS 19.0, 2013 

   Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas 

 

       Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 4.1. Dari grafik di atas, 

terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Sehingga 

disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak terjadi gangguan 

normalitas yang berarti data berdistribusi normal. 
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2. Menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Metode ini digunakan dengan 

cara melihat nilai dari Asymp. Sig setiap variabel yang ada pada 

penelitian. Jika signifikansi diatas 0.05, maka berarti tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan dan dapat diambil kesimpulan bahwa data 

penelitian ini berdistribusi normal.  

Tabel 4.2 Uji Kolmogorv-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 PAD PKB PR PH 

N 36 36 36 36 

Normal Parametersa,b Mean 105.8061 102.6414 106.8556 94.2050 

Std. Deviation 9.67640 16.40545 12.52057 16.13022 

Most Extreme Differences Absolute .076 .172 .119 .096 

Positive .071 .172 .119 .096 

Negative -.076 -.105 -.095 -.048 

Kolmogorov-Smirnov Z .456 1.035 .712 .576 

Asymp. Sig. (2-tailed) .985 .235 .691 .894 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 19.0, 2013 

 

Dari hasil uji Kolmogrov-Smirnov pada tabel 4.2 diatas didapatkan nilai 

signifikansi untuk PAD sebesar 0.985, PKB sebesar 0.235, PR sebesar 

0.691 dan PH sebesar 0.894. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal karena 

signifikansi setiap variabel lebih dari 0.05. 
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4.2.2.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya 

hubungan linear diantara variabel-variabel independen dalam model regresi. Salah 

satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model 

adalah dengan melihat nilai yang dipakai untuk menandai adanya faktor 

multikolinearitas. Nilai yang dipakai adalah nilai Tolerance > 0,10 atau VIF < 10. 

Jika nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10 maka dapat diartikan bahwa tidak 

ada multikolinearitas sedangkan jika koefisien lebih dari sepuluh, maka akan 

mengandung multikolinearitas. Variance Inflation Factor (VIF) merupakan salah 

satu alat yang digunakan untuk mengukur multikolinieritas. Semakin besar faktor 

varian inflasi semakin besar kemungkinan terjadinya multikoliniertias. Hasil uji 

multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

T Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18.631 8.911  2.091 .045   

PKB .380 .051 .645 7.476 .000 .998 1.002

PR .338 .078 .437 4.329 .000 .727 1.376

PH .128 .061 .213 2.109 .043 .726 1.378

a. Dependent Variable: PAD 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 19.0, 2013 
 

 Jika nilai Tolerance > 0,10 dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai 

Tolerance dari masing-masing variabel Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak 
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Restoran dan Pajak Hiburan adalah sebesar 0.998, 0.727, dan 0.726 yang berarti 

nilai Tolerance > 0.10. 

 Dan jika melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF < 

10, tidak terdapat multikolinieritas. Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat secara 

berturut-turut nilai VIF untuk variabel Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran 

dan Pajak Hiburan adalah 1.002, 1.376, 1.378 yang berarti nilai koefisien < 10. 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada penelitian ini tidak mengandung 

nilai multikolinearitas. 

 

4.2.2.3 Uji Autokorelasi 

 Untuk melihat adanya autokorelasi dalam  penelitian ini, penulis 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW).  Uji autokorelasi digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya  korelasi yang terjadi antara residual pada satu 

pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Salah satu cara untuk 

mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi adalah dengan 

melakukan uji Durbin- Watson (DW) 

 

      Tabel 4.4 Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson

1 .873a .763 .740 4.92978 2.294 

a. Predictors: (Constant), PH, PKB, PR 

b. Dependent Variable: PAD 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 19.0, 2013 
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 Data dikatakan bebas autokorelasi saat nilai Durbin Watson berada 

diantara nilai du dan (4-du). Nilai du dan dl  dapat dilihat pada tabel Durbin 

Watson dengan signifikan 0,05. Keterangan bisa dilihat sebagai berikut, dengan k 

= 3 dan n = 36.  

 

Tabel 4.5 Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson 

Sampel Dl Du 4-du Durbin Watson 

36 1,295 1,654 2,346 2.294 

 Sumber: Data diolah peneliti (2013) 

 

 Dari tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa, data yang dimiliki tidak 

terjadi autokorelasi. Karena nilai durbin Watson terletak diantara nilai du dan 4-

du. 

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heterokedastisitas adalah 

dengan menggunakan uji glejser untuk meyakinkan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas dalam penelitian ini. 

       Jika signifikansi variabel independen < 0.05,  maka ada indikasi terjadi 

Heteroskedastisitas. Dan jika signifikansi variabel independen > 0.05, tidak ada 

indikasi terjadinya Heteroskedastisitas.  
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   Tabel 4.6 Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.728 4.233  .644 .524 

PKB .025 .024 .177 1.019 .316 

PR .001 .037 .008 .038 .970 

PH -.014 .029 -.101 -.494 .624 

a. Dependent Variable: Absut 

 
Sumber: Data diolah dengan SPSS 19.0, 2013 

 

 Hasil tampilan output SPSS 19.0 menunjukkan signifikansi untuk tiap 

variabel independen > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

terdapat heteroskedastisitas. 

4.2.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

       Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

signifikansi pengaruh variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak 

Restoran dan Pajak Hiburan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli 

Daerah. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

Y = a + b1.X1 + b2. X2 + b3. X3 + e 

Keterangan : 

Y  = Variabel Dependen (Pendapatan Asli Daerah) 

X1  = Variabel Independen (Pajak Kendaraan Bermotor) 
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X2  = Variabel Independen (Pajak Restoran) 

X3  = Variabel Independen (Pajak Hiburan) 

a  = Konstanta 

b1, b2, b3 = Koefisien Regresi 

e  = Residual 

 Berdasarkan hasil analisis regresi telah dilakukan diperoleh hasil melalui 

tabel 4.7: 

Tabel 4.7 Koefisien Regresi 

Coefficientsa

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 18.631 8.911  2.091 .045 

PKB .380 .051 .645 7.476 .000 
PR .338 .078 .437 4.329 .000 
PH .128 .061 .213 2.109 .043 

a. Dependent Variable: PAD 
 
Sumber: Data diolah dengan SPSS 19.0, 2013  

  

 Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.7 maka 

dapat dituliskan model regresi sebagai berikut: 

PAD = 18.631 + 0.380 PKB + 0.338 PR + 0.128 PH + e 

Persamaan dapat diartikan sebagai berikut : 

a = 18.631 artinya ketika variabel efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak 

kendaraan bermotor pajak restoran dan pajak hiburan bernilai nol 

(0) maka nominal efektivitas pendapatan asli daerah bernilai 

18.631. Hal ini mengindikasikan bahwa jika pemerintah daerah 

tidak melakukan apa apa untuk memperoleh efektivitas pajak 

kendaraan bermotor pajak restoran dan pajak hiburan di Prov. DKI 
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Jakarta maka pendapatan asli daerah masih mempunyai pendapatan 

asli daerah sebesar 18.631. 

b1 = 0.380 artinya jika efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan 

bermotor meningkat sebesar satu satuan, maka efektivitas 

pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 0.380. Koefisien 

bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pajak 

Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah, semakin 

bertambah Pajak Kendaraan Bermotor maka semakin menaikkan 

nilai Pendapatan Asli Daerah. 

b2 = 0.338 artinya jika efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak restoran 

meningkat sebesar satu satuan, maka efektivitas pendapatan asli 

daerah akan meningkat sebesar 0.338. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi hubungan positif antara Pajak Restoran dengan 

Pendapatan Asli Daerah, semakin bertambah Pajak Restoran maka 

semakin menaikkan nilai Pendapatan Asli Daerah. 

b3 = 0.128 artinya jika efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hiburan 

meningkat sebesar satu satuan, maka efektivitas pendapatan asli 

daerah akan meningkat sebesar 0.128. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi hubungan positif antara Hiburan Bermotor dengan 

Pendapatan Asli Daerah, semakin bertambah Pajak Hiburan maka 

semakin menaikkan nilai Pendapatan Asli Daerah. 
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4.2.4 Hasil Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji signifikansi 

parameter individual (uji statistik t), uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan 

uji koefisien determinasi (R²), 

 

4.2.4.1 Uji t 

       Penelitian ini menggunakan t-test untuk uji hipotesis. Uji stastistik t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada penelitian ini didapatkan 

nilai t tabel sebesar = 2.037. Hasil dari uji t dapat dilihat dari tabel berikut: 

 

Tabel 4.8 Uji t (t – test) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.631 8.911  2.091 .045 

PKB .380 .051 .645 7.476 .000 

PR .338 .078 .437 4.329 .000 

PH .128 .061 .213 2.109 .043 

a. Dependent Variable: PAD 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 19.0, 2013 
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1. Pengujian Hipotesis Pertama 

 Hipotesis pertama (H1) penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh antara efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji t yang 

disajikan dalam Tabel 4.8, diperoleh nilai thitung > ttabel ( 7.476 > 2.037) dan 

signifikansi 0.000 < 0.05, maka hipotesis pertama diterima. Dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Maka, 

hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan 

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap efektivitas 

Pendapatan Asli Daerah terbukti. 

 

2. Pengujian Hipotesis Kedua  

 Hipotesis pertama (H1) penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh antara efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran terhadap 

efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam 

Tabel 4.8, diperoleh nilai thitung > ttabel ( 4.329 > 2.037) dan signifikansi 0.000 < 

0.05, maka hipotesis kedua diterima. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan terhadap 

efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Maka, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan 

bahwa efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran berpengaruh terhadap 

efektivitas Pendapatan Asli Daerah terbukti. 
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3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

       Hipotesis pertama (H1) penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

antara efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan terhadap efektivitas 

Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.8, 

diperoleh nilai thitung > ttabel ( 2.109 > 2.037) dan signifikansi 0.043 < 0.05, maka 

hipotesis ketiga diterima. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan 

pemungutan Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas 

Pendapatan Asli Daerah. Maka, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa 

efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap 

efektivitas Pendapatan Asli Daerah terbukti.  

4.2.4.2 Uji F 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 

2011). Uji statistik F pada penelitian tersaji pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.9 Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2499.459 3 833.153 34.282 .000a 

Residual 777.688 32 24.303   

Total 3277.147 35    

a. Predictors: (Constant), PH, PKB, PR 

b. Dependent Variable: PAD 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 19.0, 2013 
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H4: Efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak 

 Restoran dan Pajak Hiburan secara simultan berpengaruh terhadap 

 efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

 

Berdasarkan Tabel 4.9, nilai signifikansi dari tabel anova yakni 0.000 berada 

jauh di bawah 0.05 atau dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan begitu maka 

Ho ditolak dan menerima H4, sehingga dapat disimpulkan secara simultan atau 

bersama-sama Efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, 

Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah. 

Selain itu, pengambilan keputusan uji statistik F dapat dilakukan dengan 

membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Pada 

perhitungan ini nilai F hitung sebesar 34.282 lebih besar dari pada F tabel yang 

sebesar 2.901 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan menerima H4. 

 

4.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.  
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Hasil uji koefisien determinasi terdapat dalam tabel 4.10 dibawah ini. 

 

Tabel 4.10 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson

1 .873a .763 .740 4.92978 2.294 

a. Predictors: (Constant), PH, PKB, PR 

b. Dependent Variable: PAD 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 19.0, 2013 

Berdasarkan tabel 4.10, nilai koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 0.740 

atau 74%. Dengan melihat nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor,efektivitas Pajak Restoran dan efektivitas 

Pajak Hiburan mampu menjelaskan atau mempengaruhi efektivitas Pendapatan 

Asli Daerah sebesar 74%. Sedangkan sisanya sebesar 26% dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar penelitian. 

 

4.2.5 Pembahasan 

4.2.5.1 Pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan  

 Bermotor terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

 Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor berpengaruh terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah diterima. 

Efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 
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efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial dapat dilihat 

dari nilai t hitung (7.476) lebih besar dari t tabel (2.037). Hasil penelitian ini 

berbeda dengan hasil penelitian Yunus (2010) yang menyatakan bahwa Pajak 

Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut terjadi karena pemilihan sampel 

terhadap tempat penelitian yang berbeda. Yunus (2010) juga menyebutkan 

bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari pemilik kendaraan 

bermotor didaerah tempat penelitian yaitu Bone Bolango Provinsi Gorontalo. 

 Pada penelitian ini, efektivitas pelaksananaan pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat karena adanya peningkatan jumlah 

kendaraan bermotor yang terjadi setiap tahun di DKI Jakarta mengingat karena 

diperlukannya mobilitas yang cepat di Provinsi ini yang membuat para 

penduduk ingin memiliki kendaraan pribadi masing masing. Jumlah 

peningkatan kendaraan bermotor setiap tahun dapat dilihat pada tabel 4.11 

berikut ini: 

Tabel 4.11 
DATA JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA 

TAHUN 2009 – 2011 
Tahun Jumlah Kendaraan Bermotor

2009 67.336.644 

2010 76.907.127 

2011 85.601.351 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
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 Banyaknya jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta tentu saja 

menambah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan 

penyumbang terbesar untuk penerimaan Pajak Daerah tersebut maka, 

menambah Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Perkembangan 

Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta dari tahun 2009 

sampai 2011 dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini : 

Tabel 4.12 
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor DKI 

Jakarta Tahun 2009 sampai 2011 
Tahun Target (Rp) Realisasi (RP) Rasio Efektivitas (%) 

2009 2.687.000.000.000 2.766.961.102.529 102.98 

2010 3.100.000.000.000 3.107.744.107.420 100.25 

2011 3.500.000.000.000 3.664.400.165.006 104.70 

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan 

realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2009 sampai 2011 di 

DKI Jakarta terus meningkat dan melebihi target yang telah ditetapkan. Diketahui 

bahwa efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor sangat 

efektif selama 2009 sampai 2011. Walaupun terjadi penurunan efektivitas pada 

tahun 2010, tetapi efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor 

sudah dikategorikan sangat efektif. Dengan kata lain, setiap tahunnya DKI Jakarta 

dapat merealisasikan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor lebih 

dari yang ditargetkan sebelumnya. Selain dari terus bertambahnya jumlah 

kendaraan bermotor, peningkatan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tersebut juga 

tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI 
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Jakarta seperti, penyampaian Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak Kendaraan 

Bermotor (Super KPKB) secara intensif, penagihan pasif tas tunggakan PKB, 

penyisiran dan penelitian kendaraan bermotor yang belum daftar ulang, 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak seperti pemberian 

pelayanan melalui Samsat keliling dan gerai Samsat, pengawasan yang lebih 

intensif melalui operasi razia dan upaya upaya lain yang dilakukan oleh 

Pemerintah lainnya yang telah membantu peningkatan jumlah Pajak Kendaraan 

Bermotor.  

 

4.2.5.2 Pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran  

 terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

 Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran 

berpengaruh terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah diterima. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Saraswaty (2012) yang 

menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran semakin 

meningkat dengan semakin banyaknya Jumlah Restoran yang ada di Provinsi 

DKI Jakarta. Kota Jakarta yang merupakan ibukota Negara Indonesia 

menjadikan daerah ini terdapat banyak café, restoran dan rumah makan yang 

dapat dikenakan pajak sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial bagi 

Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta. Jumlah Restoran di DKI Jakarta selalu 
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meningkat setiap tahunnya. Jumlah restoran yang meningkat menambah Pajak  

Restoran setiap tahunnya. Peningkatan jumlah Pajak Restoran juga menambah 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah peningkatan usaha 

restoran setiap tahun dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini: 

         Tabel 4.13 

DATA JUMLAH USAHA PENYEDIAAN PELAYANAN  

MAKANAN DAN MINUMAN  DI  JAKARTA 

TAHUN 2009 – 2011 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 

 Kenaikan jumlah usaha restoran juga mengakibatkan penerimaan dari 

pajak restoran. Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran DKI Jakarta 

dari tahun 2009 sampai 2011 dapat dilihat pada tabel 4.14 dibawah ini : 

Tabel 4.14 
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran DKI Jakarta Tahun 

2009 sampai 2011 
Tahun Target (Rp) Realisasi (RP) Rasio Efektivitas (%) 

2009 752.287.000.000 755.473.014.869 100.42 

2010 770.000.000.000 880.920.581.945 114.41 

2011 976.000.000.000 1.031.995.530.296 105.74 

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta 

2009 2010 2011

1 Restoran     2,215     2,481       2,738 

2 Bar / Pub        603          54          704 

3 Pusat Jajan          49        646            55 

    2,867     3,181       3,497 

NO JENIS USAHA
TAHUN

TOTAL
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 Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan 

realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2009 sampai 2011 di DKI Jakarta 

terus meningkat dan melebihi target yang telah ditetapkan. Diketahui bahwa 

efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak restoran sangat efektif selama 2009 

sampai 2011. Walaupun terjadi penurunan efektivitas pada tahun 2011, tetapi 

efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak restoran sudah dikategorikan sangat 

efektif. Dengan kata lain, setiap tahunnya DKI Jakarta dapat merealisasikan 

pelaksanaan pemungutan pajak restoran lebih dari yang ditargetkan sebelumnya.  

 Selain dari peningkatan jumlah restoran setiap tahun, peningkatan jumlah 

Pajak Restoran juga disebabkan oleh adanya upaya upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah, peningkatan pengawasan 

pembayaran setoran masa pajak restoran dan memantau setoran masa yang tidak 

wajar, lalu dilakukannya pencairan tunggakan melalui penagihan pasif dan 

penagihan aktif dengan surat paksa, selanjutnya adalah peningkatan pelayan 

administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan 

kewajiban pembayaran dan pelaporannya serta dengan ditingkatkannya 

pengawasan melalui law enforcement, berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak 

yang tidak mematuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. 

 

4.2.5.3 Pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan  

 terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

 Berdasarkan hasil uji variabel efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak 

Hiburan terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah secara parsial didapatkan  
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nilai t hitung > t tabel  (2.109 > 2.037) dan signifikansi 0.043 < 0.05 Artinya 

efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menghasilkan bukti bahwa 

peningkatan Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Saraswaty (2012) yang 

menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah, meskipun berbeda daerah. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sarswaty bertempat di Kota Bandung yang dikenal dengan kota wisata. 

 DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara juga mempunyai banyak jenis usaha 

hiburan mulai dari bioskop, diskotik, karaoke, griya pijat, gelanggang renang, 

taman rekreasi, kesenian tradisional, padang golf dan usaha hiburan lain yang 

banyak dilakukan di Jakarta. Jumlah tersebut belum ditambah dengan 

banyaknya konser artis artis luar negeri yang melakukan konser di Jakarta 

setiap bulannya. Kegiatan hiburan tersebut selain menambah penerimaan Pajak 

Daerah berupa Pajak Hiburan juga menambah Pendapatan Asli Daerah. 

 Menurut data kepariwisataan dari Badan Pusat Statistik tahun 2011, setiap 

tahunnya selalu terjadi peningkatan jumlah usaha hiburan di Jakarta. 

Peningkatan jumlah usaha hiburan juga meningkatkan penerimaan Pajak 

Hiburan yang menambah Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal 

tersebut juga dibantu oleh ketatnya usaha pemerintah daerah untuk 

memaksimalkan potensi daerah yang ada.  
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Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini : 

Tabel 4.15 

DATA USAHA HIBURAN DAN REKREASI DI PROVINSI DKI 
JAKARTA TAHUN  2009 – 2011 

2009 2010 2011
      1 Arena  Latihan Golf            6             5            6 

      2 Bioskop         207         224         235 

      3 Bola Sodok ( Biliard)         122           99         103 

      4 Diskotik           85           74           76 

      5 Gelanggang Bola Gelinding            6             6            6 

      6 Gelanggang Renang           24           24           25 

      7 Griya Pijat         217         229         242 

      8 Karaoke         205         204         226 

      9 Kesenian Tradisional            1             1            1 

    10 Klab Malam            7             6            6 

    11 Kolam Pemancingan           -             -             -   

    12 Mandi Uap            8             8            8 

    13 Musik Hidup         179         171         187 

    14 Padang Golf            3             3            3 

    15 Permainan Ketangkasan Manual/Mekanik 
/Elektronik           88           85           88 

    16 Pusat Olahraga & Kesegaran Jasmani           52           60           65 

    17 Taman Rekreasi            3             4            4 

    18 Pijat Refleksi            4             9           15 

    19 Seluncur            1             1            1 

    20 SPA (Sante Par Aqua)            2 

   1,218     1,213    1,299 J u m l a h

NO JENIS USAHA
TAHUN

 

Sumber :  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 
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 Penambahan jumlah usaha hiburan juga mengakibatkan penerimaan dari 

pajak hiburan. Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Hiburan DKI Jakarta 

dari tahun 2009 sampai 2011 dapat dilihat pada tabel 4.16 dibawah ini : 

Tabel 4.16 
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Hiburan DKI Jakarta Tahun 

2009 sampai 2011 
Tahun Target (Rp) Realisasi (RP) Rasio Efektivitas (%) 

2009 300.000.000.000 267.735.587.255 89.25 

2010 270.000.000.000 293.356.000.260 108.85 

2011 350.000.000.000 296.519.831.376 84.72 

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta 

 Jika dilihat dari dari presentase efektivitas penerimaan pajak hiburan dari 

tahun 2009 sampai 2011 terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan dari tahun 

ke tahun. Hanya pada tahun 2010 efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak 

hiburan melebihi target yang telah ditetapkan dan tergolong sangat efektif. 

Sedangkan pada tahun 2009 dan 2011 penerimaan pajak hiburan tidak mencapai 

target yang telah ditetapkan meskipun efektivitasnya tetap dikatakan cukup 

efektif. Hal tersebut disebabkan oleh berkembangnya obyek hiburan alternatif 

yang dapat dilakukan secara individu seperti game online, tv kabel dan lain lain 

yang berpengaruh terhadap pencapaian pajak hiburan (LKPJ Gubernur Provinsi 

DKI Jakarta tahun 2009). Selain itu tidak tercapainya target penerimaan pajak 

hiburan juga disebabkan oleh adanya penetapan tarif spesifik import film yang 

menyebabkan tidak adanya film film impor yang masuk ke bioskop-bioskop 

Indonesia pada periode bulan Februari sampai dengan september 2011 yang 

menyebabkan jumlah penurunan penonton bioskop. Hal lain yang terjadi adalah 
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terjadinya kasus-kasus tindakan aparat kepolisian yang melakukan operasi 

penyegelan pada beberapa tempat hiburan potensial sehingga mempengaruhi 

tingkat kunjungan pelanggan (Catatan Atas Laporan Keuangan Provinsi DKI 

Jakarta tahun 2011). 

 

4.2.5.4 Pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan  

 Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap efektivitas 

 Pendapatan Asli Daerah 

 Berdasarkan uji stimultan (uji F), variable-variabel independen (Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan) secara bersama-sama 

atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika 

dilihat dari adjusted R square-nya, kedua variabel tersebut dapat menjelaskan 

sebanyak sebesar 0.740 atau 74%. Dengan melihat nilai tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak 

Hiburan mampu menjelaskan atau mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah 

sebesar 74%. Sedangkan sisanya sebesar 26% dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar penelitian. 

 Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan 

sesungguhnya merupakan potensi daerah DKI Jakarta yang dapat menambah 

Pendapatan Asli Daerah. Potensi tersebut harus dimaksimalkan hasilnya untuk 

kepentingan umum dan untuk kemandirian daerah mengingat minimnya lahan 

di daerah DKI Jakarta untuk melakukan usaha lain yang membantu Pendapatan 

Asli Daerah. Jika selalu terjadi peningkatan terhadap penerimaan Pajak maka 
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seharusnya Jakarta akan menjadi daerah yang mandiri dan pemerintah daerah 

dapat semakin maksimal untuk membangun sarana dan prasarana umum untuk 

kepentingan rakyat. 

 Peningkatan signifikan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta karena 

peningkatan jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya juga dibuktikan dengan 

tercapainya target yang telah ditetapkan dari tahun 2009 sampai 2011. Secara 

keseluruhan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 

2009 sampai 2011 terus meningkat dan dapat melebihi target yang telah 

ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan efektivitas Pendapatan Asli Daerah DKI 

Jakarta dikatakan sangat efektif. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel 

perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah berikut ini : 

Tabel 4.17 
Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta 

Tahun 2009 sampai 2011 
Tahun Target (Rp) Realisasi (RP) Rasio Efektivitas (%) 

2009 10.363.435.508.395 10.608.155.177.783 102.36 

2010 12.315.398.272.250 12.969.114.969.129 105.31 

2011 16.280.133.657.370 17.825.524.636.880 109.49 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

 Peningkatan realisasi penerimaan PAD juga dapat dicapai karena 

dilakukan berbagai langkah dan upaya yang optimal oleh Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta seperti: peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk Pajak 

Daerah, kerja keras yang telah dilakukan oleh petugas-petugas pemungut 

dilapangan untuk peningkatan PAD, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 
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peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait dan peningkatan 

pengawasan kepada aparat pemungut maupun masyarakat serta peningkatan 

survey atau observasi lapangan melalui pemeriksaan kepada wajib pajak. 

 Selain pajak daerah beberapa penerimaan lain yang dapat menambah 

Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah, kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD tersebut selanjutnya dialokasikan 

untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah seperti untuk urusan 

pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat, 

urusan penataan ruang, urusan perencanaan pembangunan, urusan perhubungan, 

dan urusan lingkungan hidup serta hal-hal lain yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan. Berikut adalah proporsi realisasi pendapatan asli 

daerah DKI Jakarta : 

 

Gambar 4.2 Grafik Proporsi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta 
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Target atau disebut juga anggaran baik untuk Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah (APBN/APBD) ketentuannya ditetapkan dalam UU No. 17 

Tahun 2003. Dalam penyusunan rancangan APBN, Menteri atau pimpinan 

lembaga selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran 

berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai yang selanjutnya disampaikan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan 

rancangan APBN selanjutnya diambil keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Sedangkan untuk penyusunan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan 

tersebut berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah, Selanjutnya 

diserahkan kepada DPRD dan dilakukan pemberian usulan dan pengambilan 

keputusan oleh DPRD terhadap Rancangan APBD tersebut. 

Indonesia adalah negara yang mengenakan pajak terhadap warga 

negaranya. Meskipun jumlah Tax Ratio Indonesia masih tergolong kecil yaitu 

hanya berada dikisaran 12% tetapi jumlah penerimaan pajak selalu mengalami 

peningkatan setiap tahun. Jika melihat komposisi penerimaan negara dalam 

APBN, sejak tahun 2006-2011, sektor pajak dan bea cukai memberikan 

sumbangan rata rata sebesar 70% dari total pendapatan negara. 

Dengan kondisi tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pajak 

merupakan sumber utama pembiayaan negara. Meskipun pajak menyumbang 

cukup besar namun sejak tahun 1998 APBN negara Indonesia selalu mengalami 

defisit, salah satu penyebabnya adalah karena selalu bertambahnya anggaran 
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subsidi energi (BBM dan Listrik). Hal tersebut menyebabkan pemerintah harus 

mencari pinjaman luar negeri untuk menutup defisit APBN tersebut. Namun itu 

bukanlah hal yang tepat, cara paling efektif dalam menciptakan kemandirian 

bangsa adalah dengan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. 

Untuk anggaran pada Pemerintah Daerah, pelampauan target pendapatan 

bisa disebabkan karena beberapa hal, seperti PAD yang targetnya dibawah potensi 

riil, informasi tentang penerimaan daerah dari Pemerintah diperoleh setelah 

penetapan Perda APBD-P, dan diterimanya lain-lain pendapatan yang sah setelah 

APBD-P ditetapkan. Sedangkan ketidaktercapaian target belanja bisa disebabkan 

karena efesiensi dalam pelaksanaan kegiatan (output kegiatan tercapai, tetapi 

anggarannya tidak tercapai seluruhnya), kegiatan belum selesai (sehingga 

anggaran yang belum digunakan dibawa ke tahun anggaran berikutnya), dan 

kegiatan yang batal dilaksanakan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas pelaksanaan 

pemungutan pajak restoran, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap efektivitas 

pendapatan asli daerah DKI Jakarta. Berdasarkan analisis hasil pengujian data dan 

pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah 

menunjukkan hasil yang signifikan positif. Artinya, semakin bertambah pajak 

kendaraan bermotor maka akan semakin menaikkan nilai pendapatan asli 

daerah. Kenaikan pajak kendaraan bermotor tersebut dipengaruhi karena 

bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta setiap tahun, 

penyampaian Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak Kendaraan, peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak dan upaya upaya lain yang 

dilakukan oleh Pemerintah lainnya yang telah membantu peningkatan jumlah 

Pajak Kendaraan Bermotor.  

2. Pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan hasil 

yang signifikan positif. Artinya, semakin bertambah pajak restoran maka akan 

semakin menaikkan nilai pendapatan asli daerah. Kenaikan pajak restoran 

tersebut dipengaruhi karena bertambahnya jumlah usaha restoran di DKI 

Jakarta setiap tahun, peningkatan pengawasan pembayaran setoran masa pajak 
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restoran dan memantau setoran masa yang tidak wajar, lalu dilakukannya 

pencairan tunggakan melalui penagihan pasif dan penagihan aktif dengan surat 

paksa, selanjutnya adalah peningkatan pelayan administrasi perpajakan kepada 

masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dan 

pelaporannya serta dengan ditingkatkannya pengawasan melalui law 

enforcement, berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi 

ketentuan perundang undangan yang berlaku. 

3. Pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan hasil 

yang signifikan positif. Artinya, semakin bertambah pajak hiburan maka akan 

semakin menaikkan nilai pendapatan asli daerah. Kenaikan pajak hiburan 

tersebut dipengaruhi karena bertambahnya jumlah usaha usaha di DKI Jakarta 

setiap tahun, peningkatan pengawasan pembayaran setoran massa pajak 

hiburan setiap bulannya, pencairan tunggakan melalui penagihan pasif dan 

penagihan aktif dengan surat paksa, peningkatan pelayanan administrasi 

perpajakan kepada masyarakat wajib pajak, peningkatan pengawasan terhadap 

objek pajak hiburan yang baru ditutup, dan dengan menggali potensi pajak lain 

yang belum tersentuh. 

4. Secara bersama-sama, ketiga variabel independent yaitu pajak kendaraan 

bermotor, pajak restoran dan pajak hiburan secara signifikan mempengaruhi 

pendapatan asli daerah DKI Jakarta. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah DKI Jakarta tahun 2009 sampai 2011 terus meningkat dan dapat 

melebihi target yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan efektivitas 

Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta dikatakan sangat efektif. Peningkatan 
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realisasi penerimaan PAD juga dapat dicapai karena dilakukan berbagai 

langkah dan upaya yang optimal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti: 

peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk Pajak Daerah, kerja keras 

yang telah dilakukan oleh petugas-petugass pemungut dilapangan untuk 

peningkatan PAD, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan 

koordinasi dengan unit satuan kerja terkait dan peningkatan pengawasan 

kepada aparat pemungut maupun masyarakat serta peningkatan survey atau 

observasi lapangan melalui pemeriksaan kepada wajib pajak. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberi saran dengan harapan 

dapat berguna dalam membantu alternative pemecahan bagi pihak pihak yang 

berkepentingan. 

1. Bagi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta 

Dari tahun 2009 sampai 2011 diketahui bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan 

pemungutan pajak kendraaan bermotor, pajak restoran, pajak hiburan dan 

pendapatan asli daerah masih tergolong baik dan efektif. Akan tetapi Dinas 

Pelayanan Pajak tetap harus berupaya untuk selalu berusaha memperoleh hasil 

yang lebih baik untuk target dan realisasi setiap pajak daerah dan pendapatan 

asli daerah seperti, peningkatan pendataan dan penagihan, pendekatan kepada 

masyarakat melalui sosialisasi dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak 

baik fasilitas maupun pelayanan oleh petugas. 
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2. Bagi Pemerintah 

Pemerintah diharapkan dapat membantu Dinas Pelayanan Pajak untuk selalu 

melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dan menggali potensi-potensi 

daerah untuk dijadikan objek pajak yang menambah pendapatan asli daerah 

 

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi 

arahan bagi penelitian yang akan datang. Beberapa keterbatasan penelitian ini 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Jumlah tahun pengamatan yang hanya dapat dilihat selama tahun 2009 – 2011 

saja. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen untuk dapat 

diteliti yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. 

Sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan bagaimana kinerja pada setiap 

pajak daerah yang ada. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan proksi efektivitas untuk mengukur kinerja 

pada setiap variabel yang ada baik independen maupun dependen. 

4. Penelitian ini tidak membahas secara khusus faktor kepatuhan wajib pajak dan 

tunggakan  terhadap setiap pajak daerah oleh wajib pajak atau faktor lain yang 

dapat menambah dan mengurangi pajak daerah. 
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Berdasarkan kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian yang telah 

disebutkan, berikut ini merupakan saran agar penelitian selanjutnya menjadi lebih 

baik. 

1. Dengan penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut tentang 

objek ataupun dengan judul yang sama dengan menggunakan data yang lebih 

banyak dan lengkap lagi. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk 

meneliti hal-hal yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung 

dengan pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hiburan dan 

pendapatan asli daerah. 

2. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka peneliti selanjutnya perlu 

memasukkan atau menambahkan variabel lain yang menjadi salah satu faktor 

pendapatan asli daerah dan dengan menambah tahun pengamatan. 

3.  Peneliti selanjutnya dapat mengukur kenaikan pajak melalui pengukuran yang 

lain seperti kontribusi, efesiensi dan kemandirian serta dapat menambahkan 

tahun pengamatan agar diperoleh hasil yang lebih baik.  

4. peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor apa saja yang dapat menambah dan 

mengurangi pajak daerah seperti kepatuhan wajib pajak dan tunggakan  

terhadap setiap pajak daerah oleh wajib pajak. 
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LAMPIRAN 1 

 

STATISTIK DESKRIPTIVE 

 
 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PAD 36 45.71 79.97 125.68 105.8061 9.67640

PKB 36 99.45 77.41 176.86 102.6414 16.40545

PR 36 49.21 84.09 133.30 106.8556 12.52057

PH 36 73.53 65.13 138.66 94.2050 16.13022

Valid N (listwise) 36      

 

 
UJI ASUMSI KLASIK 

 

a. Uji Normalitas 

 Analisis Grafik 
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 Analisis Statistik 

Tabel Skewness dan Kurtosis. 
 

 
Descriptive Statistics 

 N Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Unstandardized Residual 36 .145 .393 -1.315 .768 

Valid N (listwise) 36     

 
ZSkewness =     0.145     =  0.355 

             √6 : 36 

ZKurtosis =     -1.315    = -1.611 

           √24 : 36 

 

Dari hasil Z hitung diketahui bahwa ZSkewness dan Zkurtosis yaitu 0.355 dan -1.611 berada 

pada ±1.96 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.  

 

 Uji Kolmogrov – Smirnov 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 PAD PKB PR PH 

N 36 36 36 36

Normal Parametersa,b Mean 105.8061 102.6414 106.8556 94.2050

Std. Deviation 9.67640 16.40545 12.52057 16.13022

Most Extreme Differences Absolute .076 .172 .119 .096

Positive .071 .172 .119 .096

Negative -.076 -.105 -.095 -.048

Kolmogorov-Smirnov Z .456 1.035 .712 .576

Asymp. Sig. (2-tailed) .985 .235 .691 .894

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 36 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 4.71377332 

Most Extreme Differences Absolute .136 

Positive .136 

Negative -.107 

Kolmogorov-Smirnov Z .815 

Asymp. Sig. (2-tailed) .520 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 
 

b. Uji Multikolinearitas 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18.631 8.911  2.091 .045   

PKB .380 .051 .645 7.476 .000 .998 1.002

PR .338 .078 .437 4.329 .000 .727 1.376

PH .128 .061 .213 2.109 .043 .726 1.378

a. Dependent Variable: PAD 

 

 
Data dikatakan bebas multikolinearitas apa bila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 Dapat 

disimpulkan, dari data di atas maka bebas multikolinearitas.  
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c. Uji Autokorelasi 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .873a .763 .740 4.92978 2.294 

a. Predictors: (Constant), PH, PKB, PR 

b. Dependent Variable: PAD 

 
 

Data dikatakan bebas autokorelasi saat nilai Durbin Watson berada diantara nilai du dan (4-du). 

Nilai du dan dl  dapat dilihat pada tabel Durbin Watson dengan signifikan 0,05. Keterangan bisa 

dilihat sebagai berikut, dengan k = 3 dan n = 36.  

 

Sampel Dl Du 4-du Durbin Watson 

36 1,295 1,654 2,346 2.294 

 

 

d. Uji Heterokedastisitas 

 Grafik plot 
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 Uji Glejser 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.728 4.233  .644 .524 

PKB .025 .024 .177 1.019 .316 

PR .001 .037 .008 .038 .970 

PH -.014 .029 -.101 -.494 .624 

 

 
 

 

UJI HIPOTESIS 

 Analisis Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.631 8.911  2.091 .045 

PKB .380 .051 .645 7.476 .000 

PR .338 .078 .437 4.329 .000 

PH .128 .061 .213 2.109 .043 

a. Dependent Variable: PAD 

 

 

 

Pengujian Hipotesis 

 Koefisien Determinasi (R²) 
 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .873a .763 .740 4.92978 2.294 
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Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .873a .763 .740 4.92978 2.294 

a. Predictors: (Constant), PH, PKB, PR 

b. Dependent Variable: PAD 

 

 

 Uji t 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.631 8.911  2.091 .045 

PKB .380 .051 .645 7.476 .000 

PR .338 .078 .437 4.329 .000 

PH .128 .061 .213 2.109 .043 

a. Dependent Variable: PAD 

 

 

 Uji F 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2499.459 3 833.153 34.282 .000a

Residual 777.688 32 24.303   

Total 3277.147 35    

a. Predictors: (Constant), PH, PKB, PR 

b. Dependent Variable: PAD 
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LAMPIRAN 2 
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LAMPIRAN 3 
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LAMPIRAN 4 

(Dalam Persen) 

 

NO 

PKB (X1)  P. RESTORAN (X2) P. HIBURAN (X3) PAD (Y)

2009  2010  2011  2009 2010 2011 2009 2010 2011  2009  2010 2011

1  86.25  89.5  95.15  107.38  113  107.49  94.14  105.41  95.94  101.05 
     

100.06   111.61 

2  94.08  86.3  88.79  97.22  84.09  104.94  92.58  100.23  88.83  99.60 
        

88.40   105.44 

3  77.51  109.32  111.54  86.5  115.84  98.07  65.13  94.1  94.9  79.97 
     

104.22   113.62 

4  77.41  101.23  102.72  93.47  105.81  92.3  80.76  106.5  71.03  88.28 
     

102.32   98.27 

5  176.86  97.23  106.15  91.03  104.78  105.91  78.38  104.07  77.57  119.50 
        

99.82   106.98 

6  94.33  108.83  103.55  98.78  116.47  102.74  84.54  114.67  90.56  97.14 
     

110.89   110.57 

7  97.76  106.39  113.41  103.64  119.7  95.34  105.79  128.53  85.06  108.05 
     

115.51   109.09 

8  107.02  117.62  117.12  102.64  129.37  95.78  109.12  138.66  90.6  112.05 
     

125.68   112.92 

9  95  86.58  97.66  89.31  120.58  133.3  75.09  95.11  73.12  90.53 
        

98.04   111.56 

10  111.6  107.16  113.12  103.12  122.63  108.89  92.83  103.5  78.32  107.50 
     

108.59   110.76 

11  108.86  98.85  105.65  107.35  121.03  100.04  77.14  101.97  80.73  102.04 
     

104.70   109.20 

12  109.05  93.99  101.5  124.65  119.57  124.04  115.44  111.06  89.97  122.62 
     

105.48   116.96 

 



 RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis bernama lengkap Ratih Sartika, lahir di Tanjung 

Enim, 19 Februari 1991. Anak keempat dari pasangan 

Marsusi Hendra dan Siti Chadidjah. Memiliki satu kakak 

Perempuan bernama Rika Sartika dan dua kakak laki-laki 

bernama M Aji Sandhika dan M Agung Sandhika. Bertempat 

tinggal di Jalan Pam III No.16 RT 011/008 Cempaka Baru, Jakarta Pusat. 

       Penulis telah menempuh beberapa tingkat pendidikan formal, yaitu SD Negeri 

No 24 Tanjung Enim (1997-2003), SMP Negeri 3 Tanjung Enim (2003-2006), 

dan SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim (2006-2009). Penulis juga merupakan 

mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

angkatan 2009. 

       Penulis juga pernah mengikuti berbagai kegiatan seperti menjadi anggota 

Palang Merah Remaja pada bagian pendidikan dan pelatihan dari tahun 2006 

sampai dengan 2009 dan menjadi volunteer sea games ke-26 pada tahun 2011 di 

Jakarta. 

 

 


	1 COVER
	pengesahan
	orisinalitas
	4 ABSTRAK
	5 ABSTRACT
	6 KATA PENGANTAR
	8 DAFTAR ISI
	10 DAFTAR TABEL
	11 DAFTAR GAMBAR
	12 DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN 1
	LAMPIRAN SAR
	LAMPIRAN 4-97 fix
	RIWAYAT HIDUP



